
BAB V 

PENUTUP 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Perceraian adalah masalah klasik yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, 

perspektifnya tentang faktor-faktornya jelas seperti adanaya orang ketiga, katidak harmonisan, 

faktor ekonomi, dan juga yang paling fatal adalah kekerasan dalam rumah tangga, bagian 

kekerasan ini yang memang mengandung unsur pelanggaran hukum karena dapat melukai orang 

lain walaupun itu adalah seorang istri. Perspektif ini yang kemudian di gali oleh peneliti dengan 

melihat perspektif perceraian yang ada di Kota Gorontalo, dalam melihat konteks ini terlihat 

bahwa persperktif tentang tinjauan Juridis perceraian di atur pada tugas dan kewenangan 

Pengadilan Agama dengan berpatokan pada pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 tahun 1989, lalu ketika 

dikaitkan dengan tinjauan Juridis dari Kekerasan, itu berpatokan pada Peraturan Undang-Undang 

No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal 

dengan nama UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah di berlakukan di 

Indonesia UU ini melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah 

tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta 

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja 

membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut dengan landasan hukum tersebut maka 

dapat dilihat bahwa  konsep kekerasan yang telah lama terjadi khususnya dalam ruang lingkup 
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keluarga adalah pelanggaran hukum yang semestinya ditindak dengan dasar-dasar hukum di atas. 

Fenomena-fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang telah berakhir di meja perceraian telah 

banyak terjadi di Kota Gorontalo, peningkatan dari tahun-ketahun membuat penulis 

memferifikasi latar belakang tingginya tingkat perceraian di kota Gorontalo.dari hasil akhir 

penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa latar belakang terjadinya perceraian di kota 

Gorontalo di akibatkan oleh kekerasan yang terjadi pada istri, tetapi kekerasan ini sangat 

enggang untuk dilaporkan sebagai permasalahan pidana. Kebanyakan orang hanya mampu 

bercerai tanpa ada tindak lanjut dari kasus kekerasan.  

Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang banyak menyebabkan perceraian 

menurut hasil data dari pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas IB terlihat memang ketidak 

harmonisan menjadi landasan mengapa orang bercerai, tetapi ketika diadakan proses observasi di 

pengadilan dan juga wawancara secara komperhensif dengan pihak-pihak terkait terlihat yang 

melatar belakangi terjadinya perceraian adalah masalah kekerasan, masalah ini sengaja 

disembunyikan dikarenakan pada umumnya rasa sensitivitas wanita terlihat dan tidak mau 

memperpanjang masalah KDRT yang pernah dialaminya, juga pertimbangan pertanyaan-

pertanyaan penyidik sampai pada tahap pertanyaan di ruang sidang yang dinilai cukup 

vulgar,olehnya para wanita enggan menyampaikannya. 

5.2 Saran 

Peraturan perundang- undangan tentang Kekerasan dalam rumah tangga telah jelas diatur 

dalam Undang-Undang no 23 tahun 2004 olehnya Undang-Undang ini cukup jelas menjawab 

persoalan-persoalan Kekerasan dalam rumah tangga. Olehnya perspektif ini kemudian 

diharapkan bagi para korban kekerasan harus tetap melaporkan pada ranah pidana, jangan hanya 



berakhir di meja perceraian. Dalam Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Perceraian 

terlihat memang masalah Kekerasan yang muncul, khususnya di Kota Gorontalo, olehnya dari 

segi rumah tangga haruslah lebih paham arti dari hukum perkawinan, juga dari segi kesadaran 

akan ancaman hukuman yang akan diberikan, dan itu tugas dari pemerintah untuk bgaimana 

menyusun draff untuk dapat disosialisasikan secara teorganisir. 
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